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Setelah melalui perjalanan panjang dimulai sejak 
terbentuknya Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan 
Anggota (BHP2A), dibutuhkan persamaan cara kerja 
pengurus BHP2A PB IDI dan BHP2A IDI Wilayah maupun 
IDI Cabang maka pada periode ini disepakati untuk 
membuat pedoman kerja. Melalui proses penyempurnaan 
yang cukup panjang pada akhirnya buku pedoman BHP2A 
berhasil diselesaikan. 

Sejarah panjang pembentukan BHP2A telah ditorehkan 
dan tidak bisa dilupakan sebuah perjuangan dari dr. 
Zainal Abidin, S.H, M.H, sejak tahun 2006 dan berhasil 
diresmikan sejak kepemimpinan PB IDI periode 2006-
2009 dengan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., sebagai 
ketua umum PB IDI  saat itu. Setelah BHP2A terbentuk, 
Ketua Umum PB IDI menunjuk Dr. Rullyanto, SH, MH.Kes 
sebagai Ketua BHP2A periode tersebut. Kemudian secara 
berturutan periode berikutnya BHP2A diketuai oleh Dr. 
I Gusti Gede M. Andika, Sp.Rad, SH, MH.Kes, periode 
selanjutnya sampai sekarang ketua BHP2A: Dr. Nazar, 
SpB,FINACS, M.HKes.

Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota 
mempunyai tugas pokok, melakukan pembinaan praktek 
kedokteran dalam menjalankan profesi dan memberikan 
kesadaran hukum kesehatan-kedokteran, berperan pula 
dalam pembelaan anggota yang terlibat dalam masalah 
etika, disiplin, serta kasus hukum lainnya. Faktor  yang 
sangat penting juga, tidak bisa ditinggalkan adalah 
koordinasi antara BHP2A PB IDI, BHP2A Perhimpunan 
serta BHP2A IDI Wilayah dan cabang-cabang yang berada 
dibawahnya.

PRAKATA
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Kiranya dalam struktur kepengurusan BHP2A yang akan 
datang perlu dilengkapi, mengingat semakin kompleksnya 
tugas dan fungsinya, yaitu terbagi dan adanya Divisi Non 
Litigasi, Divisi Litigasi dan Divisi Pembinaan.

Oleh karena itu dengan terbitnya buku pedoman ini, 
semoga dapat dipergunakan sebagai rujukan  kita semua 
dalam menindak lanjuti dan pembelaan suatu masalah 
yang berkaitan dengan etik, disiplin, serta penyelesaian 
hukum bagi kasus-kasus tersebut.

Demikianlah pengantar kata Buku Pedoman BHP2A ini, 
tentu masih ada beberapa kekurangan; yang semoga 
sementara koreksi berjalan dalam penyempurnaan; buku 
pedoman ini kelak menjadi acuan secara berkelanjutan.

   
Jakarta, 31 Oktober 2017
BHP2A PB IDI Periode 2015-2018
(Dr. Nazar, SpB, FINACS, M.HKes)
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Assalammualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Seiring perkembangan zaman, banyak perubahan 
terhadap seluruh aspek dalam interaksi dokter dengan 
pasien, interaksi dokter dengan sejawatnya atau interaksi 
dokter dengan masyarakat luas. Hal ini tentunya dapat 
menimbulkan potensi terjadinya konflik etika , disiplin, 
hukum, administrasi maupun organisasi.

Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi 
yang beranggotakan para dokter memiliki tanggung 
jawab dalam melakukan pembinaan dan pembelaan 
terhadap anggotanya. Pembinaan dan pembelaan ini 
terkait dengan perilaku profesi dokter yang termaktub 
dalam standar profesi kedokteran. IDI memiliki sebuah 
badan kelengkapan yaitu Biro Hukum, Pembinaan dan 
Pembelaan Anggota (BHP2A)

Tugas dan wewenang BHP2A IDI adalah melakukan 
pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran serta 
kesadaran hukum kedokteran / kesehatan. Membela 
anggota dalam memperoleh rasa keadilan dalam 
menjalankan profesi.

Dengan keberadaan BHP2A di tingkat Pusat hingga tingkat 
Cabang, diperlukan panduan bagi seluruh pengurus BHP2A 
dalam menjalan tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut. 
Dengan hadirnya Buku Saku BHP2A ini diharapkan dapat 
menjadi panduan bagi seluruh pengurus BHP2A. Saya 
mewakili segenap pengurus IDI tidak lupa mengucapkan 

SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS BESAR

IKATAN DOKTER INDONESIA
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terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 
seluruh tim penyusun hingga buku ini dapat terbit dan 
selanjutnya dapat dipelajari oleh seluruh dokter yang 
dalam menjalankan profesinya. Semoga keberadaan 
buku ini dapat memberikan manfaat terutama bagi 
masyarakat. Dan semoga Tuhan Yang Maha Pengasih 
selalu melimpahkan RahmatNya kepada kita semua. Amin

Billahittaufiq wal hidayah
Waassalammualaikum Wr Wb

Ketua Umum PB IDI
Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG(K)

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
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PENDAHULUAN 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan dan 
menjalankan praktik kedokteran seorang dokter harus 
berlandaskan etika kedoteran, aturan-aturan dan norma-
norma hukum yang berlaku untuk dapat memberikan 
keamanan dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi 
layanan kesehatan. Dengan demikian seorang dokter, 
selain harus mempunyai kompetensi, juga harus 
selalu mengingat etika profesi serta harus mempunyai 
pemahaman tentang hukum kesehatan dan kedokteran. 

Permasalan lain yang akhir-akhir ini harus selalu kita 
sikapi adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat 
tentang kesehatan dan hukum, sehingga dokter dalam 
menjalankan profesinya harus selalu berhati-hati agar 
tidak terjadi kesalah pahaman yang merupakan cikal bakal 
dari sengketa medis. Apabila hal tersebut terjadi maka 
penyelesaiannya tidaklah mudah, dan akan menimbulkan 
beban moril maupun material kedua belah pihak. Untuk 
itu dokter harus selalu mengingat dan diingatkan tentang 
etika profesi dan aturan-aturan hukum yang terkait. 
Selain itu bila terjadi sengketa medis, seorang dokter 
hendaknya tidak menyelesaikan sendiri karena dokter 
mempunyai wadah organisasi profesi yaitu IDI yang 
dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum 
kepada anggotanya.

Masih banyak dokter yang belum menyadari akan hak 
atas perlindungan dan pembinaan profesi dari induk 
organisasi profesinya (IDI).  Dalam struktur IDI terdapat 
beberapa badan kelengkapan, yang salah satunya BHP2A 
(Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota) 

PROGRAM BHP2A IDI
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yang bertugas melakukan pembinaan dan pembelaan 
anggota dalam menjalankan profesi kedokteran, juga 
bertugas melakukan telaah hukum terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan anggota dan 
organisasi.  Dokter – Pelaku Tindak Medik para anggota 
IDI, diharapkan dapat memanfaatkan adanya BHP2A, 
sehingga menimbulkan rasa aman dan  terlindungi dalam 
menjalankan profesinya.

ORGANISASI BHP2A

A. TUGAS DAN WEWENANG

 BHP2A mempunyai tugas dan Wewenang sebagai 
berikut:

1. Melakukan telaah hukum terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan 
anggota dan organisasi

2. Melakukan telaah hukum terhadap peraturan-
peraturan dan ketetapan-ketetapan organisasi

3. Melakukan pembinaan dan pembelaan anggota 
dalam menjalankan profesinya

4. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengar 
pendapat dan saran dari unsur-unsur lain dalam 
organisasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu.

 Sedangkan peran dan fungsi BHP2A adalah :

1. Melakukan pembinaan hukum yang berkaitan 
dengan profesi kedokteran

2. Memberikan masukan pada rancangan peraturan 
perundang-undangan terkait kesehatan/
kedokteran

PROGRAM BHP2A IDI
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3. Memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, 
dan informasi hukum sesuai dengan profesi 
kedokteran

4. Melakukan pendampingan bagi para dokter 
dalam memperoleh keadilan pada berbagai 
lingkup kemahkamahan.

B. STRUKTUR ORGANISASI BHP2A

1. BHP2A terdiri dari BHP2A Pusat, BHP2A Wilayah, 
BHP2A Cabang

2. BHP2A berkedudukan di tempat kepengurusan 
IDI sesuai tingkatan

3. Di tingkat cabang BHP2A dibentuk atas 
kebutuhan dan kemampuan cabang

4. Bila suatu cabang belum mampu membentuk 
BHP2A, maka cabang tersebut dapat bergabung 
dengan cabang lain atau beberapa cabang 
bersama-sama membentuk satu BHP2A.

C. KEPENGURUSAN BHP2A

 BHP2A IDI mempunyai pengurus sekurang-kurangnya 
terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekertaris dan 
seorang anggota, dan anggota dapat ditambah sesuai 
kebutuhan. Pengurus sedapat mungkin mempunyai 
pemahaman hukum kesehatan. Personalia pengurus 
BHP2A PB IDI ditetapkan oleh Ketua Umum PB IDI, 
sedangkan personalia BHP2A Wilayah dan Cabang 
diusulkan oleh Ketua Pengurus IDI Wilayah dan 
Cabang untuk ditetapkan oleh Ketua Umum PB IDI.

PROGRAM BHP2A IDI
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 Sesuai tatalaksana organisasi dan hasil Muktamar 
IDI 2015 di Medan, pengurus BHP2A ditetapkan 
berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila 
dikemudian hari ada salah satu pengurus yang 
tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka akan 
dilakukan peninjauan kembali sesuai prosedur yang 
berlaku.

 PROSEDUR PENINDAKAN PENGURUS BHP2A YANG 
TIDAK SESUAI TATA LAKSANA IDI 

a) Syarat pengurus BHP2A :

1. Anggota biasa IDI yang berminat terhadap 
pembinaan hukum, etik, disiplin, administrasi, 
dan organisasi profesi kedokteran.

2. Sedapat mungkin mempunyai latar belakang 
pendidikan hukum.

3. Tidak sedang merangkap jabatan pada unit 
organisasi yang potensial memiliki konflik 
kepentingan.

4. Tidak diperkenankan berperan sebagai 
pembela pihak lawan dari Sejawat yang 
sedang terlibat sengketa medis.

b) Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan.

 Apabila ditemukan  pengurus baik ditingkat 
pusat, wilayah maupun cabang yang tidak 
memenuhi/menyimpang/melanggar  persyaratan 
di atas, maka Ketum PB IDI  akan memberikan 
sanksi peringatan sampai memberhentikan 
dengan hormat yang bersangkutan sebagai 
pengurus BHP2A., dengan meperhatikan atau 

PROGRAM BHP2A IDI
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berdasarkan rekomendasi dari substruktural 
terkait.

1. Pengawasan:

 Pengawasan terhadap kiprah-perilaku anggota 
BHP2A melekat pada aturan pengawasan yang 
berlaku terhadap Pengurus IDI secara umum 
sesuai tingkatannya; dalam hal ini adalah Dewan 
Pertimbangan Organisasi atau badan yang 
dibentuk khusus untuk itu.

2. Pemeriksaan dan Penindakan:

 Pemeriksaan terdiri dari Tim yang  ditetapkan 
oleh Ketum PB IDI dan atau oleh Dewan 
Pertimbangan Organisasi.

 Tata cara pemeriksaan dan penindakan :

• Diketahui dari :

- Pengaduan sejawat dan/ atau orang lain.

- Melakukan tugas BHP2A atas nama 
pribadi dan/atau organisasi lain, bukan 
berdasarkan tugas dari IDI.

- Melakukan tugas BHP2A dengan 
mengambil keuntungan (memungut 
biaya) tidak atas ijin organisasi IDI.

- Mengaku pengurus BHP2A tetapi 
melakukan hal-hal yang bertentangan 
dengan tugas BHP2A.

PROGRAM BHP2A IDI
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• Dilakukan pemanggilan terhadap yang 
bersangkutan (terperiksa) untuk klarifikasi 
dan mengajukan data pendukung yang 
terkait dan yang dibutuhkan. 

• Memberikan kesempatan pada terperiksa 
untuk membela diri dengan mengajukan 
bukti dan/atau saksi.

• Semua hal-hal yang ditemukan akan dibahas 
oleh anggota Tim sampai menghasilkan 
kesimpulan dan rekomendasi, berupa : 

- Tidak ada kesalahan, 

- Ada kesalahan dengan sanksi peringatan,

- Ada kesalahan dengan sanksi 
pemberhentian dari pengurus BHP2A.

• Kesimpulan dan Rekomendasi disampaikan 
kepada Ketum PB IDI.

PROGRAM KERJA BHP2A

 Program kerja BHP2A dibuat sesuai dengan tugas, 
wewenang, peran, dan fungsi BHP2A IDI, sebagai 
berikut :

A. PEMBINAAN HUKUM

 Pembinaan hukum kesehatan/kedokteran 
terhadap anggota IDI dilakukan oleh BHP2A 
melalui penyuluhan organisasi profesi. Materi 
yang diberikan dalam penyuluhan tersebut 
antara lain UU Paktik Kedokteran, UU Kesehatan, 
UU Rumah Sakit, UU JKN, UU BPJS, UU Pendidikan 

PROGRAM BHP2A IDI
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Kedokteran, Peraturan/ketentuan hukum lain 
dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan 
pelayanan kesehatan, serta Peraturan/kebijakan 
lain yang terkait dengan kepentingan dokter 
baik dalam menjalankan profesi maupun tidak 
menjalankan profesinya.

 Tujuan Pembinaan hukum terhadap dokter 
sebagai anggota IDI yaitu :

1. Agar dokter dapat menjauhkan diri dari 
pelanggaran aturan organisasi, disiplin, dan 
hukum dalam melaksanakan profesinya

2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan

3. Untuk meningkatkan citra profesi 
kedokteran, dan

4. Mempertahankan kepercayaan masyarakat.

 Sasaran pembinaan hukum oleh BHP2A 
adalah seluruh anggota IDI yakni dokter yang 
menjalankan atau yang akan menjalankan 
profesi kedokteran di Indonesia, juga seluruh 
mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran 
yang diakui oleh Pemerintah R.I.  Dengan  
bentuk kegiatannya berupa penyelenggaraan 
berbagai pertemuan profesi guna menyerap 
dan memahami disiplin dan hukum kesehatan/
kedokteran, presentasi pada setiap pertemuan 
ilmiah profesi dalam lingkup organisasi, serta 
turut membantu penyelenggaraan pendidikan 
hukum kesehatan di Fakultas Kedokteran di 
Indonesia.

PROGRAM BHP2A IDI
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B. PEMBELAAN HUKUM

 BHP2A melakukan pembelaan hukum terhadap 
anggota IDI yang mengalami masalah dalam 
melaksanakan tugas/pekerjaan profesinya, 
yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran 
disiplin kedokteran, tindakan pelanggaran 
hukum kedokteran/kesehatan, pelanggaran 
etika, maupun  sebagai korban dalam lingkup 
keprofesian. 

 Pembelaan hukum terhadap anggota IDI 
bertujuan :

1. Agar para anggota IDI mendapat 
perlindungan dan pembelaan dalam 
menjalankan profesinya

2. Demi tegaknya keadilan bagi anggota dalam 
penyelesaian masalah etika disiplin dan 
hukum, pekerjaan profesi, pendidikan, dan 
organisasi profesi.

 Bantuan pembelaan hukum terhadap semua 
anggota IDI yang mengalami masalah dilakukan 
baik  atas permintaan maupun tidak atas 
permintaan selama yang bersangkutan tidak 
menolak pembelaan oleh BHP2A. Permintaan 
bantuan dapat langsung dilakukan oleh anggota 
IDI yang sedang bermasalah dan/atau permintaan 
dari pengurus IDI lainnya. Upaya pembelaan 
anggota IDI melalui pendekatan personal, upaya 
administrasi/organisatoris, upaya mediasi, upaya 
jalur hukum. Diupayakan terlebh dahulu mediasi 

PROGRAM BHP2A IDI
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untuk semua kasus baik etika, disiplin maupun 
hukum sebelum penyelesaian melalui jalur 
hukum. 

 PROSEDUR PENANGANAN KASUS DI BHP2A PB 
IDI

1. Masalah/Kasus dapat masuk melalui :

1) Pengaduan dari pasien/keluarga/kuasa 
hukum pasien atau pihak lain yang 
merasa dirugikan akibat tindakan 
dokter yang diduga adanya pelanggaran 
yang dilakukan dokter.

2) Laporan langsung  dari dokter yang 
sedang bermasalah atau menjadi teradu.

3) Laporan dari pihak-pihak yang 
mengetahui adanya dugaan pelanggaran 
yang dilakukan oleh dokter.

4) Ditemukan dari pemberitaan media 
cetak dan/atau elektronik atau sudah 
menjadi isu publik.

2. Pengurus BHP2A melakukan verifikasi 
masalah :

1) Pengadu (nama dan alamat yang bisa 
dihubungi). 

2) Administrasi  dari Dokter teradu atau 
terlapor (identitas, IDI cabang/wilayah 
tempat teradu terdaftar sebagai 
anggota).

PROGRAM BHP2A IDI



10

3) IDI cabang/wilayah tempat terdaftar 
sebagai anggota (untuk koordinasi dan 
mengetahui apakah sudah mengetahui/
menangani kasus terkait sekaligus 
memberikan informasi bila IDI cabang/
wilayah tersebut belum mengetahui).

3. Pengurus BHP2A melakukan analisa 
terhadap masalah/kasus untuk mengetahui 
masalah/kasus tersebut merupakan kasus 
etika, disiplin, atau hukum.

4. Bila kasus tersebut :

1) Putih, tidak ada unsur etika, disiplin, 
dan hukum, dilakukan pendampingan 
dan pembelaan.

2) Abu-abu, untuk kasus yang unsurnya 
belum jelas :

a. Dilakukan pemanggilan terhadap 
dokter teradu/terlapor.

b. Bila merupakan kasus etika 
kedokteran, maka kasus 
dilimpahkan ke MKEK dan pengurus 
BHP2A melakukan pembinaan dan 
pembelaan.

c. Bila merupakan kasus disiplin, 
akan dilimpahkan dan diperiksa  
MKDKI, pengurus BHP2A melakukan 
pembelaan dan pendampingan, 
juga mempersiapkan saksi ahli. 
Kemudian dilakukan pembinaan 

PROGRAM BHP2A IDI
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terhadap dokter teradu setelah ada 
keputusan dari MKDKI.

d. Bila merupakan kasus hukum 
(pidana/perdata), perlakuan seperti 
no. 3) Hitam

3) Hitam, kasus hukum (pidana/perdata) :

a. Memeriksa administrasi teradu, 
memenuhi syarat sebagai anggota 
IDI dan mempunyai ijin praktek.

b. Memberi arahan dan petunjuk 
proses penegakan hukum kepada 
teradu agar tidak keluar dari norma 
hukum yang berlaku,

c. Saksi setara dipersiapkan oleh IDI 
baik dalam penyidikan maupun 
pengadilan (sedapat mungkin saksi 
yang meringankan).

d. Kasus ditangani oleh Pengadilan.

e. Pendampingan dan pembelaan oleh 
BHP2A bersama Penasehat Hukum 
yang memahami hukum kesehatan/
kedokteran (diutamakan yang 
bekerja sama dengan IDI).

f. Pendampingan dan pembelaan 
dilakukan sampai kasus/masalah 
terselesaikan.

5. Mendahulukan upaya Mediasi untuk semua 
kasus sengketa medis baik kasus etika, kasus 
disiplin, maupun kasus hukum sebelum 
masuk ke jalur hukum.

PROGRAM BHP2A IDI
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6. Setelah permasalahan terselesaikan 
dilakukan rehabilitasi dengan cara 
pembinaan oleh BHP2A PB/Wilayah/Cabang 
yang meliputi pemulihan nama baik, 
memotivasi dan membangkitkan semangat 
untuk kembali bekerja berlandaskan etika 
profesi dan aturan-aturan lain yang belaku 
agar terhindar dari masalah dikemudian 
hari.

C. TELAAH HUKUM

 Melakukan telaah hukum terhadap aturan-aturan 
hukum kesehatan/kedokteran diantaranya 
UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU 
Tenaga Kesehatan, UU Jaminan Kesehatan 
Nasional, UU Pendidikan Kedokteran, Peraturan 
perundang-undangan lain terkait kepentingan 
anggota, dan aturan/kebijakan lain yang terkait 
profesi dokter dalam memberikan  pelayanan 
kesehatan, dilakukan baik diminta ataupun tidak 
diminta oleh Ketua Umum PB IDI. Dalam proses 
melakukan telaah hukum, BHP2A bekerja sama 
dengan bidang Legislasi/advokasi dan/atau bidang 
lainnya ; dapat juga membentuk kelompok kerja/
Pokja. Hasil telaah hukum tersebut diserahkan 
kepada Ketua Umum PB IDI sebagai masukan 
untuk memperkuat argumentasi hukum 
organisasi profesi dihadapan pihak pembuat 
kebijakan.

PROGRAM BHP2A IDI
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D. KOORDINASI

 Hubungan kerja BHP2A terbagi atas hubungan 
kerja Internal dan hubungan kerja Eksternal :

1. Hubungan Kerja Internal : 

a. BHP2A PB IDI dengan BHP2A IDI Wilayah 
dan BHP2A IDI Cabang, merupakan 
hubungan koordinasi yang bersifat 
konsultasi dan rujukan.

b. BHP2A dengan Bagian Hukum 
Perhimpunan Dokter Spesialis/Seminat, 
bekerja sama dalam pembinaan, 
konsultasi, dan pembelaan.

c. BHP2A dengan MKEK, juga hubungan 
koordinasi dan kerja sama dalam 
penyelesaian masalah dengan cara saling 
memberikan informasi dan rujukan, 
serta pendampingan dan pembelaan 
yang bermutu.

d. BHP2A dengan BP2KB, hubungan 
koordinasi dan kerja sama untuk 
pembinaan hukum kesehatan/
kedokteran melalui acara-acara ilmiah 
profesi dalam lingkup organisasi yang 
mendapat akreditasi IDI.

e. BHP2A dengan Bidang Legislasi dan 
Advokasi Peraturan di bidang Kesehatan, 
hubungan kerja sama dalam telaah 
hukum dan aturan-aturan  lain yang 
terkait dengan anggota IDI.

PROGRAM BHP2A IDI
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2. Hubungan Kerja Eksternal :

 BHP2A mengadakan kerja sama yang erat 
dengan instansi-instansi lain, yaitu :

a. BHP2A dengan MKDKI agar pembinaan 
dan bimbingan hukum dapat terlaksana 
secara profesional. Juga pendampingan 
dan pembelaan teradu oleh BHP2A yang 
bermutu, agar menimbulkan rasa aman 
dan rasa terlindungi bagi teradu.

b. BHP2A dengan Instansi tempat dokter 
teradu bekerja, baik instansi pemerintah 
maupun swasta untuk tujuan pembelaan 
dan pembinaan yang berkeadilan bagi 
dokter teradu.

c. BHP2A dengan Penegak hukum 
(Polri dan Pengadilan) dalam rangka 
pendampingan dan pembelaan dokter 
teradu, serta penyediaan saksi ahli yang 
setara.

d. BHP2A dengan Kemenkes dan/atau 
Instansi Pemerintah lain yang terkait 
dengan program Kerja BHP2A.

e. BPHP2A menyertai PB IDI dalam 
pembicaraan – pembicaraan dengan 
lembaga Legislatif dan Yudikatif.

PROGRAM BHP2A IDI
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TATA CARA PENGADUAN

1. PENGADUAN OLEH ANGGOTA IDI :

a. Anggota IDI (dokter) yang sedang 
bermasalah hukum/etika/disiplin kedokteran 
atau menjadi teradu akibat sengketa medis 
dapat mengajukan pelaporan/pengaduan 
(langsung dan/atau tertulis) ke BHP2A IDI 
Cabang (setempat) dengan tembusan ke 
BHP2A IDI Wilayah, BHP2A PB IDI, dan Bidang 
Hukum Perhimpunan terkait.

b. Pada kondisi tertentu untuk menghindari 
konflik antar anggota pengaduan/pelaporan 
dapat juga dilakukan langsung ke BHP2A PB 
IDI.

c. Pelaporan/pengaduan dapat berisi 
permintaan pendampingan, pembelaan, dan 
atau penyelesaian masalah.

2. PENGADUAN OLEH PENGURUS IDI :

a. Pengurus IDI cabang/wilayah/pusat yang 
mengetahui adanya masalah yang terkait 
anggota IDI baik diketahui langsung atau 
didapat dari media massa, melaporkan ke 
BHP2A IDI setempat.

b. Pengaduan/pelaporan dapat dilakukan 
secara lisan atau tertulis untuk ditindak 
lanjuti oleh pengurus BHP2A.

PROGRAM BHP2A IDI
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3. LAIN-LAIN :

 Masalah atau kasus sengketa yang dilaporkan ke 
BHP2A IDI dapat juga berasal dari :

1) Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat 
penerima jasa pelayanan kesehatan, yaitu 
dari pasien/keluarga/kuasa hukum pasien 
atau pihak lain yang merasa dirugikan 
akibat tindakan dokter yang diduga adanya 
pelanggaran yang dilakukan dokter.

2) Laporan dari pihak-pihak yang mengetahui 
adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan 
oleh dokter.

3) Ditemukan dari pemberitaan media cetak 
dan/atau elektronik atau sudah menjadi isu 
publik.

4) Seluruh proses pengaduan harus 
diperlakukan Konfidensial.

PROSEDUR PENANGANAN KASUS

1. BHP2A IDI WILAYAH/CABANG

1) Setelah pelaporan/pengaduan diterima 
dilakukan verifikasi untuk mengetahui 
status keanggotaan teradu/pengadu.

2) Dilakukan klarifikasi kasus dari pengadu dan 
teradu, dibuat ringkasan kronologinya.

3) Bila didapat kasus etika, maka kasus 
dilimpahkan ke MKEK dengan pendampingan 
oleh pengurus BHP2A

4) Untuk kasus lainnya dilakukan mediasi 
terlebih dahulu, bila sepakat dibuatkan akta 

PROGRAM BHP2A IDI
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kesepakatan.

5) Apabila didapat ketidaksesuaian dengan 
standar pelayanan medis dan/atau SOP 
dan/atau etika profesi yang dilakukan oleh 
anggota IDI, dilakukan pembinaan terhadap 
yang bersangkutan.

6) Kasus sengketa antar anggota IDI dilakukan 
mediasi sampai selesai dibuat akta 
kesepakatan. 

7) Untuk kasus yang sudah masuk ke MKDKI 
atau Penegak hukum lainnya, pengurus 
BHP2A IDI cabang/wilayah melakukan 
pendampingan/pembelaan dan berkoordinasi 
dengan BHP2A PB IDI .

8) Untuk kasus tertentu yang tidak dapat 
diselesaikan oleh BHP2A IDI Cabang/Wilayah, 
dapat dilaporkan/diajukan ke BHP2A PB IDI 
untuk diselesaikan dengan melampirkan:

- Kronologi pengaduan

- Laporan penyelesaian kasus yang telah 
dilakukan BHP2A Cabang/Wilayah

- Lampiran terkait lainnya

2. BHP2A PB IDI

1) Dilakukan verifikasi terhadap pelaporan/
pengaduan untuk mengetahui status 
pengadu/teradu.

2) Berkoordinasi dengan IDI cabang/wilayah 
terkait keanggotaan teradu/pengadu dan 
tempat kejadian kasus.

3) Klarifikasi dengan cara memanggil pengadu 
dan teradu secara bergantian.

PROGRAM BHP2A IDI
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4) Menganalisa kasus, bila kasus etika 
dilimpahkan ke MKEK dengan melakukan 
pendampingan terhadap anggota yang 
bermasalah.

5) Untuk kasus lainnya baik antara dokter-
nondokter maupun antar dokter dilakukan 
mediasi sampai menghasilkan akta 
kesepakatan.

6) Untuk kasus yang sudah masuk ke MKDKI 
atau Penegak hukum lainnya, pengurus 
BHP2A melakukan pendampingan dan 
pembelaan.

7) Mencarikan dan/atau berkoordinasi dengan 
pengacara bila diperlukan.

8) Apabila didapat ketidaksesuaian dengan 
standar pelayanan medis dan/atau SOP 
dan/atau etika profesi yang dilakukan oleh 
anggota IDI, dilakukan pembinaan terhadap 
yang bersangkutan.

9) Pembinaan dilakukan terhadap anggota IDI 
agar kasus tidak terulang dan diharapkan 
dapat memberikan motivasi pada anggota 
yang yang bermasalah.

10) Pesan penting : setiap mengetahui / 
mendapat informasi penting masalah medis 
profesi atau patut diduga akan timbul 
“medical dispute”, upaya pertama adalah :

a) Melokalisir berita atau masalah!.

b) “Pemberitaan” / informasi untuk pihak 
manapun hanya melalui “satu pintu” 
yang sudah ditunjuk.

PROGRAM BHP2A IDI
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RENCANA KEGIATAN BHP2A PERIODE 2015-2018

Merujuk pada rencana kegiatan BHP2A PB IDI periode 
sebelumnya dimana tidak semua program kerja dapat 
terlaksana maka rencana kegiatan BHP2A pada periode 
2015-2018 disusun kembali yaitu :

1. Kegiatan Rutin :

• Setiap satu hari dalam seminggu, salah satu 
pengurus BHP2A (bergantian) berada di Kantor 
IDI untuk menyelesaikan secara administrasi 
masalah-masalah yang masuk dan menerima 
laporan/pengaduan serta temuan yang terkait 
etika, disiplin, dan hukum yang melibatkan 
dokter anggota IDI, serta menginformasikan 
dan saling berkoordinasi secara online dengan 
pengurus BHP2A lainnya. Pertugas BHP2A pada 
minggu tersebut menjadi penanggung jawab 
masalah dalam minggu tersebut.

• Satu kali dalam sebulan, seluruh pengurus BHP2A 
mengadakan rapat rutin, untuk melakukan 
telaah hukum dan aturan lain terkait anggota 
IDI, juga masing-masing pengurus berbagi 
informasi tentang masalah-masalah yang 
ditangani dan ditemui, dan untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran 
bersama.

2. Kegiatan Pembinaan Hukum :

 Pembinaan hukum dan sosialisasi program BHP2A 
ditujukan bagi seluruh anggota IDI dengan tujuan 
memberikan/menambah pemahaman hukum 

BHP2A PB IDI 2015-2018
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terutama yang terkait dengan kepentingan anggota IDI 
pada era JKN. Materi pembinaan hukum diantaranya 
adalah UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU JKN, 
UU Tenaga Kesehatan, UU Pendidikan Kedokteran, 
UU atau Peraturan perundang-undangan lain yang 
terkait kepentingan anggota IDI.

 Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum BHP2A sebagai 
berikut :

1) Pembinaan hukum bagi seluruh anggota IDI 
dilakukan pada kegiatan :

• Perhimpunan Dokter Spesialis (37 PDSp), 
yaitu pada kegiatan nasional perhimpunan 
(Konas atau PIT).

• Pelantikan IDI Wilayah/Cabang (setidaknya 
mencakup 35 Provinsi di Indonesia)

• Acara ilmiah profesi dalam lingkup organisasi 
yang diberikan SKP, bekerja sama dengan 
BP2KB IDI.

2) Sosialisasi program kerja BHP2A dilakukan pada 
kegiatan :

• Pelantikan IDI Wilayah/Cabang (setidaknya 
mencakup 35 Provinsi di Indonesia)

• Acara Organisasi IDI Koordinator Wilayah 
Regional.

 Pembinaan personal bagi dokter anggota IDI 
yang sedang dalam masalah, yang masalahnya 

BHP2A PB IDI 2015-2018
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sudah selesai, dan yang telah menjalani sanksi 
(MKEK dan/atau MKDKI dan/atau Pengadilan) 
dengan cara memulihkan nama baiknya dan 
memberikan motivasi serta membangkitkan 
semangatnya untuk tetap bekerja secara 
profesional berdasarkan etika profesi dan aturan-
aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari 
masalah dikemudian hari.

3. Kegiatan Pembelaan :

 Pendampingan dan Pembelaan hukum bagi 
dokter sebagai anggota IDI yang bermasalah mulai 
dilakukan sejak adanya pelaporan/pengaduan dan 
temuan sampai kasus terselesaikan sesuai Prosedur 
Penanganan kasus oleh BHP2A IDI. 

4. Koordinasi :

 BHP2A melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait baik secara internal maupun eksternal sesuai 
kebutuhan anggota dan organisasi.

BHP2A PB IDI 2015-2018
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PENGURUS BHP2A PB IDI

1. PERIODE 2006-2009
Ketua Dr. Rullyanto, SH, MH.Kes 

2. PERIODE 2009-2012
Ketua Dr. I. Gusti Gede M. Andika, Sp.Rad, SH, 

MH.Kes
3. PERIODE 2012-2015

Ketua Dr. HN. Nazar, Sp B.,FINACS, MH.Kes
Sekertaris Dr. Tince Soemuloe, S.H., M.H
Anggota Dr. Rudy Sapoelete, S.H., M.H

Dr. Efrila, S.H., M.H
Dr. Megawati
Dr. Budi Suhendar,Sp.F,DFM
Dr. Arti, SH, MHKes
Dr. Elman Manurung, MH

4. PERIODE 2015-2018
Ketua Dr. H. Nazar, Sp B., FINACS, M.HKes.
Sekertaris Dr. Efrila, S.H., M.H
Anggota DR. Dr. Lucky Aziza Bawazier, S.H., Sp.PD-

KGH.
Dr. Emil Dinar Makotjo Wibowo, Sp.U., 
S.H
Dr. Budi Suhendar, Sp.F, DFM
Dr. Deri Mulyadi, S.H., MH.Kes., MKes., 
SpOT
Dr. Sri Rachmani, MARS, MHkes.
Dr. Endah Labaty, MHKes
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Buku pedoman BHP2A (Biro Hukum Pembinaan dan 
Pembelaan Anggota) merupakan pedoman tatalaksana 
yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan 
pembelaan dan pembinaan hukum bagi dokter anggota 
IDI agar dokter dapat merasakan adanya perlindungan 
hukum dalam menjalankan profesi kedokterannya.

Pengetahuan hukum masyarakat yang semakin meningkat 
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kedokteran yang sangat pesat akan memunculkan 
isu hukum kesehatan (kedokteran) yang baru yang 
semakin cenderung berujung sengketa antara pasien/
keluarga dengan dokter, beberapa diantaranya tuntutan 
hukum terhadap tindakan (kelalaian) yang dilakukan 
dokter, tuntutan hukum akibat keterlambatan tindakan, 
kelebihan tindakan maupun kurangnya tindakan. Selain 
itu juga sengketa hukum dapat muncul antara sesama 
teman sejawat. Sengketa dapat berupa tuntutan pidana, 
gugatan perdata, administrasi, kepegawaian, disiplin, 
maupun etika profesi. Merupakan tugas pengurus 
BHP2A untuk menyelesaikan sengketa-sengketa profesi 
kedokteran yang melibatkan dokter sebagai anggota IDI.

Untuk mempermudah pelaksaan tugas BHP2A dan 
menyamakan cara pembinaan dan pembelaan yang 
dilakukan oleh pengurus BHP2A pusat/wilayah/cabang, 
buku pedoman organisasi dan tatalaksana BHP2A dapat 
menjadi acuan ; baik pengurus BHP2A maupun anggota 
IDI sendiri. Diharapkan dengan Buku Pedoman yang masih 
perlu penyempurnaan ini dapat lebih mengarahkan tata 
kerja BHP2A kita.

PENUTUP
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Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Buku 
Pedoman BHP2A ini dapat terselesaikan dan disahkan. 
Koreksi dan penambahan materi sangat dibutuhkan 
demi kesempurnaan buku pedoman ini, semoga buku 
pedoman ini bermanfaat bagi kita semua sebagai dokter 
anggota Organisasi Profesi - IDI yang SATU dan BERSATU 
yang sama - sama kita cintai. 

Jakarta, 31 oktober 2017
     
BHP2A PB IDI
 (2015 – 2018)
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN 1
MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI



29

LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 1 : MoU PB IDI – POLRI
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LAMPIRAN 2
MoU PB IDI – FARMASI
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LAMPIRAN 2 : MoU PB IDI – FARMASI 
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LAMPIRAN 3
DIAGRAM ALUR KERJA BHP2A
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LAMPIRAN 4
ALUR PELAPORAN &

PERMINTAAN BANTUAN BHP2A
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